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BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG JENIS PENERIMAAN

PENDAPATAN DAERAH YANG DIBAGIKAN KE PEMERINTAH DESA
SEBAGAI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
DAN PEMERINTAH DESA DAN TATA CARA PERHITUNGAN
ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perumusan
perhitungan alokasi dana yang dibagikan ke Pemerintah
Desa, perlu merubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor
9 Tahun 2012 tentang Jenis Penerimaan Pendapatan
Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana
Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2012 tentang Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang
Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian
Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam



Menetapkan

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 149);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun
2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 158);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN
2012 TENTANG JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
YANG DIBAGIKAN KE PEMERINTAH DESA SEBAGAI
PERIMBANGAN KEUANGAN  ANTARA  PEMERINTAH
KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA DAN TATA CARA
PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor
9 Tahun 2012 tentang Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah
yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian
Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara diubah, sehingga
berbunyi :

Pasal 3

Alokasi dana bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara

dihitung sebagai berikut :

a. Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan ke Pemerintah Desa
sebesar 10% dari jumlah Pendapatan DAU Pemerintah
Kabupaten setelah dikurangi dengan Anggaran Belanja
Pegawai, Tunjangan Penghasilan kepada Aparat
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Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam APBD Kabupaten Luwu Utara;

PBB-P2, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagikan ke
Pemerintah Desa sebesar 10% dari jumlah anggaran
Pendapatan Pemerintah Kabupaten masing-masing jenis
pendapatan;

Penyisihan PBB dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dibagikan ke Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang
ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan;

Belanja Pegawai Belanja sebagaimana dimaksud pada
huruf a, tidak termasuk Tunjangan Tambahan
Penghasilan dan Tunjangan Profesi kepada Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 1 pustus 2012

H—BUPATI LUWU UTARA, ﬂf
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Diundangkan di Masamba

pada tanggal 30 A rustus

SODJAHIDIN IBRAHIM

2012

ARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 29
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